Menimbang

Mengingat

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 199  /438.1.1.3/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SUKO

KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :
59/Pid.Sus-TPK/2022PN Sby yang telah berkekuatan
hukum tetap, Sdr. Rochayani, S.Sos selaku Kepala Desa
Suko  Kecamatan  Sukodono dinyatakan  bersalah
melakukan tindak pidana korupsi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 70 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Pemberhentian
Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo dengan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran  Negara Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54995);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ©6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 35 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 108);

8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor S Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020
Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92);
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Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 59/Pid.Sus-
TPK/2022PN Sby;

Surat Badan Permusyawaratan Desa Suko Kecamatan
Sukodono Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 November 2022
Nomor : 02/BPD/XI1/2022 Perihal : Laporan Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Suko;

Surat Camat Sukodono tanggal 10 November 2022, Nomor :
141/906/438.7.10/2022 Perihal : Laporan Tindak Pidana
Korupsi Yang dilakukan Oleh Kepala Desa Suko Kecamatan
Sukodono;

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan tidak hormat Saudara :

Nama : ROCHAYANI, S.Sos
Tempat/ Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 Januari 1973
Pendidikan . Sarjana Strata 1

dari jabatan Kepala Desa Suko Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal g#% Maiey- 2023

BYPATI SIDQARJIO,
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